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ABSTRAK

Juzl beli melalui madia’ internet Je-commerce) merupakan sebuah revolusi dunia perdagangan
yang perkembangannya tidak tertanggulangi dan dalam aplikasinga menawarkan beberapa
kauntungan kepada palaku bisnis dan konsumen, mulai dan penghematan waktu, tenaga, biaya yang
diparaleh karepa adanya pemotongan msta rantzi perdegangan vang semula panjang  menjadi
pendek. Meskipun demikian, e-commerce juga membawa permasaiahan-permasalabhan baru
terutama dalem hubungannya dengan masalah hukum. Permasaishan hukum yang tmbul

| diantaranya adalah menyangkul keabsahan kontrak e-commarce, perdindungan konsumen, dan
masalah upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak yang mefakukan fransaksi e-commerce
apabila terjadi sengketa. Metode pengliian yang digunakan adalah meteda pendekatan yuridis
narmatif yaitu panelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier vang berkaitan dengan masalah fransaksi jual beli melalui media intermet dan
perlindungan konsumen. Masalah keabsahan kontrak e-commerce sendin telah memenuhi: syarat
sah perjanjign yvang distur dalam Pasal 1320 KUH Perdats, sehingga tidak sda alasan uniuk
| menystakan batal atas kontrak ecommerce. Masalah perlindungan hukum terhadap kensumen
dapat diterapkan Undang-Undang Momor B Tahun 15989 Tentang Perlindungan Kansumen yaitu
Fazal 4 yang menyangkut masalah privacy, accuracy, properly, dan accesibility daripada konsumen,
| walaupun undang-undang lersebut belum menyinggung mengenal perirdungan Konsumen dalam
transaksl e-commerce. Sedangkan mengenai masalah upava hukum yang dapat ditempuh cleh para
| pihak apabila terjadi sengketa, Undang-Undang Pedindungan Konsumen dalam Pasal 45 ayat (1)
| dam {2] mengatur cara penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha ada dua cara
yaitu, melalui pengadilan dan dil luar pengadilan, Penyvelesaian sengketa konsumen di luar
pengadilan, Undang-Undang Perindungan Konsumen mengenal tige macam care yaitu, arbitrase,
mediasi dan konsiliasl. 1
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kemajuan teknologi yang rumit pada abad ini adalah jelmaan aktifitas
intelcktual manusia yang telah maju. Kematan intelektual manusia tersebur telah
mermict pengetabuan baik dalam sistern maupun dalam metodenya. Scmangat ini
telah menghasilkan perkembangan dratis ilmu pengetabuan dan teknologi industri.
Revolusi ilmiabh dan teknologi bergerak dalam perubahan  kualitatif vang
fundamental. Semua perubahan yang serentak ini menvangkut semua sisi,
termasuk diantaranya revolus) informas: dan komunikasi. !

Kemajuan teknologt informasi membawa perubaban pada proses
komunikasi. peranan telekomunikasi semakin penting akibat dari  tuntutan
aktivitas dunia modern yang serba cepat dan modern. Dunia modern saat ini
memnjadi sangat tergantung dengan teknologl komunikasi yang dapat menciptakan
ehisiensi dengan jangkavan wilayvah yang luas tanpa dihalangi batas-batas nepara.
Salah wujud teknolopi yang berhasil menjawasb kebutuban tersebut  adalah
teknologl intermet.

[ndonesia menpenal internet dan terhubung dengan fasilitas internet pada

“tahun 1993, walaupun pada saat itu internet hanya dinikmati oleh orang-orang
tertentu yang mempunyal mminal terbadap komputer. Berbekal keunpgulan-

keungpulan vang ding

’.‘m:-ra berupa jarngan yang dapat menjangkan seluruh

"Wuwan Kusn

e ek Afassq: Sehuad Anallnis Meaia Televisi, Rineka Cipla,
Jakara, 1996, hlm. i, 5



pelosok dunia dan termasuk Indonesia, intemet berhasil merambah semuoa sektor
kehidupan manusia mulai dari pendidikan, perdangangan, kesehatan, periklanan,
sampai pada sektor hiburan® Fenomena ini telab menenpatkan internet schagsi
alat komunikasi pilihanyang mampu memenvhi tuntutan masvarakat global,
Kehadiran teknologi ini menvebabkan komunikasi berlansung lebih copat, efektif
dan murah serta perolehan informasi yang paling aktual.

Meluasnya pemakaian internet i scpala scktor temvata membawa
konsekuensi tersendiri. Disamping manfaat  besar vang diberikan kepada para
pemakai jasa, kehadiran media internet juga memunculkan masalah yang baru di
bidang hukum, Intemet telah menjadi alat komunikasi vang terpopuler saat ini.
Berbapai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, artis, penyanyi sampai
kalangan  masyarakat  Ieasa  telah  menikmati  manfast  internet. Tidak
mengherankan, website atau situs di internet terus bertambah dard wakie ke wakiu,
Maraknya pemasangan website di internet baik untuk tujuan komersial maupun
non komersial ternyata membuka berpeluang untuk tefadi pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Intermet pada sast ni bdak saja dipunakan sebapal sarana  untuk
memperoleh informasi. tetapi dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan
transaksi jual beh barang atau jasa yang lebih dikenal dengan sebutan Efectronic
Commerce  (disingkat  e-commerce).  F-commerce schagal sarana  berbisnis
menggunakan jaringan komputer. scbenamya sudah dikenal sejak dua puluh tahun

lala, yaitu sejak tabun 1970-an dan awal tshun 1980-an, Generasi pertama e-

LN, Saiding, Aspek Hulam Hak Kekavaae inteletrsd, T, Raja Grafindn Persada,
lakamm, 20005, him, 519



OVEL

commerce dilakukan hanya antar perusahasn berupa transaksi jual beli yang
difasilitasi olech electronic data interchanee (EDI. E<commmerce melalui EDI ini
sifatnya ekslhusif, vait terbatas hanya antar perusahaan (business-to-business).”

Mamun sejak awal tahun 1990-an. e-commerce lebih banvak menggunakan
fasilitas intermnet yang sifatnya jauh lebih mmklusif dan sangat terboka. Hal ina
terutama dikaitkan denpan peluncuran Word Wide Web fwww)’ pada tahun 1992,
vang merupakan salah satu alat {foaf) Intermet yang populer untuk membuat
memanipulasi dan memanpeil dokumen-dokumen vang terdin dan audio, video,
informasi grafis dan teks-tesk.”

Diakm secam ekonomi pemanfaatan intermet telah memberikan nilai
tambah dalam mempercepat proses transaksi, tetapi secara yuridis masalah
pemanfaatan internet ini nskan bagi para pthak karena karekteristiknya sanpgat
berbeda dengan hisnis konvensional, sehingga sulit dijangkau olch aturan-aturan
hukum vang berlaku. Alasan ini didasarakan pada adanya realitas bahwa tmnsaksi
g-commerce yang memanfastkan media internet sifatnva tidak hanya sebatas
lingkup lokal atau nasional tetapi aktifitas transaksi e-commerce sudah berjalan
tanpa batas. Dalam kajian hukum, hal ini memunculkan persoalan choiseaf faw,
chaise af forwm, dan masalab vurisdiksi.

Beberapa permasalahan yundis yang timbul dengan adanva transaksi e-

commerce diantaranya adalah masalah kontrak dan perlindunegan konsumen.

d Budi Agus Riswandi, ek darn focerner of Sodonesia, LT Press, Yopeakora; 2003,
R, |14

S WOWW adaleh Fasilis internet vang mampe menampi kan informasi seears grafis dan
interadtif, vaing tersusun dari rangkaian hubiengan antars satu somber (dokemen, alamal, web dil)
dengan swmber lain di imemer.

* Budi Apus Biswandi, foeein



Masalah mengenai kontrak dalam e-commrerce timbul karena dalam transaksi ini
kesepakatan antara keduas belah pihak dilakukan secara elektronik. Akibainya
prinsip-prinsip dalam bukum  kontrak tradisional scperti waktu dan tempat
terjadinya suatu kontrak harus mengalami modifikasi.

Sedangkan masalah perlindungan konsumen merupakan aspek penting,
karena beberapa karakteristik khas e-commerce akan menempatkan pihak
konsumen pada posisi yang lemah atan bahkan dimugikan seperti perusahaan di
internet (the internet merchare) tidak memiliki alamat secara fisik di suat negara
tertenty, schingea menyulitkan konsumen untuk mengembalikan produk yang
tidak sesum dengan pesanan, konsumen sulit memperoleh jaminan  untuk
mendapatkan local follow wp service or repair dan masalah  mekanisme
pembayaran,  perlindengan  terhadap  data-data  individual konsumen  yang
diberikan kepada pihak perusahaan ”

Berdasarkan wvraian di atas penulis berminat untuk mengetahui fransaksi
melalui internet ini apakah sesuai dengan ketentvan hukum di Indonesia, apakah
memenuhi  syarat  sah  perjanjian, bapaimana  penerapan  Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, serta bagaimana tindakan para pihak dalam transaksi
apabila salah satu pibak melakukan wanprestasi, Oleh karena itu, penulis merasa
tertantang untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang akan diber
judul ¥ PENERAPAN PASAL 1320 KUH PERDATA DAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

" thid, him.62.



BABIII

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Dalam Transaksi Jual Beli Melalui
Media Internet (E-Commerce)
1. Mengenal Kontrak Sccara On-Line dan Tipe-Tipe Kontrak On-Line

Penggunaan bahasa hukum dan istilah-istilah hukum di Indonesia belum
memberikan warna budaya hukum yvanp baku sebagal istilah yang mapan. Di
kalangan para jurns. termasuk pelisi, jaksa dan hakim masih ditermuokan dalam
pengpunaan  schan-han yang tidak  sermpam, sabagai contoh adalah istilah
perjanjian, persetujuan, kontrak, perikatan. [stilah perjanjian atau kontrak lehih
banvak dipakai dart pada istilsh persetujuan dan perikatan, karena istilah kontrak

== perjanjian adalah tepat dipakai sejalan dengan topik kajian yain kontrak on-
line dan syarat sahnya.

Sekalipun pemakaian istilab-stilabh okum 4 Indonesia beragam variatif,
hal yang sama juga ditemui dalam istilah kamuos bahasa Inggnis. misalnva conrracy
diartikan :

a  Apreement, wnderstanding, deal. bargain, arrargement, poct, commitment
elrligation compact.

b, Engage, arree, promise, covenant, nndertoake,

Donald Black dalam Bleck Law Dictionary mendefinisikan kontrak  adalah

“Sebuah kesepakatan antara dua orang atau Icbih yvang menciptakan suatu

kewajiban ustuk melakekan atau tidak melakukan sesuate hal vang tertentu.



Unsur-unsur intinya adalah pihak-pihak yang kompeten (cakap), subyek
kesepakatan. dan mutualis kewajiban™.'

Dalam Black's Law Dictionary, conrract adalah :

a. An agreement between fwo or more parfies creating obligation thar are
enforceable ar other wise recogrizable af law (& birding contract)

b. The Writing that sets forth such an agreement fa contract is valid i valid
wnder the law of the residence of the party wishing to enforce the coniract).
Sedangkan dalam  Uniform  Electronic Tramsaction Act {1999 memberikan
defimisi kontrak sebagai berikut, = Contrac means the total legal obligarions
resulting from the partics. agrecment as effected by this {Act) and other

applicahle law”

Kontrak dengan vanabelnya merupakan alat yang penting bagi pelaku
ekonomi untuk menjual dan mentransfer hak-hak berupa aset benda dan jasa,
Misalnva. transaksi penjualan barang didasarkan pada hukum kontrak jual beli,
pengakatan karyawan di sebuah perusahaan didasarkan pada hukum kontrak jasa,
sedangkan persewaan apartemen didasarkan pada hukum kontrak sewa. Ketika
kontrak-kontrak semacam ind terjadi, maka lahirlah hak dan kewajiban kepada
para pihak, Dalam sistem hokum (perdata) Indonesia penpaturan  kontrak
didasarkan kepada KUH Perdata buku ke [I1 {iiga) tentang perikatan ivan

verfintenis). ladi hukum kentrak di Indonesia adalah bagian dari hukum perikatan.

VM Arsvad Sanest, E-Commerce fukem dan Solfusena, PT Mizan Grafika Sarana,
Fandurg, 2000, hlm. 36,

il
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BABIYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hastl penelitian telah divraikan sebelumnva, maka dapac di

ambil beberapa kesimpulan yaitu ;

1.

Penerapan Pasal 1320 EUH Perdata terhadap transaks) e-commerce sccam
analogi telah dipenuhi oleh transaks] e-commerce tersebut. Hal tersebut dapat
diketahii karena secara prinsip tansaksi e-commerce sendini memiliki
beberapa kesamaan antara perjanjian yang dilakukan secara konvensional.
¥ang menjadi perbedaannyva banya terletak dalam masalah instrumen atau
piranti yang digunakan. Pada e-commerce perjanjian dilakukan melalui media
mternet sehingea kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan, sedangkan
perjanjian yang dilakukan secarm konvensional kehadiran fisik para pihak
diperlukan dalam transaks:,

Undang-Undang Nomaor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
dalam transaksi jual beli melalui media intemel fe-commerce) juga berperan
untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen vang melakukan
transaksi e-commerce. sebagaimana hak tersebut tercantom dalam Pasal 4
Undang-lUndang Perlindungan Konsumen, Hak konsumen dalam transaksi e-
cnmmerce dapat berupa privacy, accuracy, property, dan accesihifity dalam

penggunaan digiial signatire.

74



3. Upaya bukum yang dapat ditempub apabila terjadi wanprestasi dalam
transaksi jual beli melalut media internet fe-commerce), ada dua cara
penyelesaian sengketa yaim
a. melalul pengadilan

Hanya dimungkinkan apabila  para pihak belum  memilih  upaya
penyelesaian sengketa diluar pengadilan, atau upaya penyelesaian sengketa
1 luar pengadilan tidak berhasil.
b. melalui penvelesaian sengketa diluar pengadilan

Penyelesaian  sengketa di luar  pengadilan  dapat melalui  Badan
Penyvelesman Sengketa Konsumen (BPSK), walaupun tidak menjadi media
vang harus  ditempub  oleh konsumen dan  pelako  wsaha  untuk
menyelesaitkan  perselisthan mercka. BPSK it dikhususkan  untuk
menvelesatkan sengketa Konsumen perorangan dan harus menvelesaikan
senghketa itu dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu hari) scjak gugatan
diterima.  Selain melalu: BPSK, juga dapat diselesaikan dengan cara

arbitrase, mediasi, dan konsiliasi.

B. Saran
Diari penelitian vang telah dilakukan, penulis menvarankan beberapa hal
sepertl
1. Untuk para akademisi. dibarapkan uniuk dapat membahas dan mengkaji
masalah e-commerce lebih lanjut, terutama  e-commerce belum memiliki

aturan yang jelas dan pasti dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

T



2. Pemerintab harus segera membuat suatu kebijakan dan peraturan vang dapat

Lad

diterapkan dalam praktek transaksi e-commerce, schingga perkembangan e-
commerce tidak memilikl kendala hukum dan bahkan akan menyebabkan
perkembangan e-commerce di Indonesia,

Untuk pelaku bisnis e-comemerce, ketelitian dan kejelian dalam melakukan
transakst e-commerce, terutama dalam hubungannya dengan masalah hukum
harus diperbatikan untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis dan mendapat
kepastian hukum, Bagl konsumen vang melakukan transaks) e-commerce
untuk selalu bersikap hati-hati dan meneliti terlebib dabulu websire tempat ia
berbelanja.

Masyarakal dan konsumen Indonesia harus dibina dan memahami adanva
keamanan perlindungan kepentingan Konsumen dan keabsahan transaksi e-
commerce, Perlunya pembinaan ini karena dalam e-commerce mungkin terjadi
kesalahan dan  penvimpangan leknologi, serta  ketidakefekiilan peran

pemerintah.
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